
 

 
 

 

LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 6                              Tahun : 2012                              Seri : C 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR  14  TAHUN 2012 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : a. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang 

berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 

2000 yang penyusunannya masih mendasarkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000; 
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b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf a 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi 

Perizinan Tertentu yang dipungut oleh Daerah, 

sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu 

diatur kembali;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Izin Mendirikan Bangunan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan; 
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun  2010 

Nomor  07 Seri E);  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 

6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030  

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun  

2011 Nomor  3  Seri E);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2012 Nomor 7 Seri E); 

 

Dengan Persetujuan  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas  tertentu dibidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Bangunan adalah bangun-bangun wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian 

atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.  

9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 

berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 

atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 
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10. Prasarana bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah 

dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat 

tinggal yang berfungsi sebagai pendukung fungsi bangunan gedung. 

11. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah 

perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik 

bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 

mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan 

administrasi dan teknis yang berlaku.  

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut 

retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian perizinan mendirikan bangunan. 

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),  firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu. 
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16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah 

angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 

bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan 

yang dikuasai sesuai rencana tata ruang. 

17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah 

angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan 

dan luas lahan/tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai 

resuai rencana tata ruang. 

18. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 

prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 

bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas 

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administratif  berupa bunga dan/atau denda. 
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23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusidaerah 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya.  

BAB II  

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 

pelayanan pemberian IMB. 

Pasal 3 

(1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu 

bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; 

a. kegiatan peninjauan rencana teknis; 

b. pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan 

c. pengawasan penggunaan bangunan dan prasarananya. 

(3) Peninjauan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a meliputi rencana teknis bangunan gedung dan prasarananya. 

(4) Pemantauan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b harus: 
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a. sesuai dengan rencana teknis bangunan dan/atau prasarananya; 

b. sesuai dengan rencana tata ruang; dan 

c. memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien 

Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH). 

(5) Pengawasan penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi 

persyaratan keselamatan pengguna bangunan dan prasarananya. 

(6) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pemberian izin untuk bangunan gedung dan prasarana  

bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 

pelayanan IMB meliputi pelayanan untuk: 

a. pembangunan baru; 

b. rehabilitasi/renovasi; 

c. pelestarian/pemugaran; dan 

d. perubahan izin karena pemecahan/penggabungan kavling/persil, 

balik nama. 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

IMB.  

BAB III  

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi IMB digolongkan sebagai  retribusi perizinan tertentu. 
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BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  

Pasal 6 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB adalah 

berdasarkan pada faktor nilai bangunan baru atau perluasan 

bangunan, nilai bangunan rehabilitasi/renovasi bangunan, nilai 

prasarana bangunan baru dan nilai rehabilitasi  prasarana bangunan, 

dan nilai pelestarian/pemugaran.  

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pemberian layanan IMB dengan menggunakan indeks 

terintegrasi berdasarkan fungsi, klasifikasi, waktu penggunaan 

bangunan dan indeks untuk prasarana bangunan dengan cakupan 

kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan 

dan penatausahaan. 

BAB V 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya  tarif 

retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 

seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. penerbitan dokumen izin; 

b. pengawasan pembangunan di lokasi; 

c. pengecekan dan pengukuran lokasi; 

d. pemetaan; 

e. penegakan hukum; 
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